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Abstract

Forest on Borneo island has suffered severe damage. One cause of such
damage is the act of illegal logging. Especially in the border region of East
Kalimantan with Malaysia which has a case of illegal logging is quite
high. Because the problem is difficult to overcome, the three countries that
have territory on the island of Borneo, Indonesia, Malaysia and Brunei
Darussalam held a trilateral cooperation in the environmental field called the
"Heart of Borneo (HoB)". Cooperation between countries is analyzed using the
theory of International Cooperation, the concept of environmental security and
sustainable development concept. Which this cooperation refers to cooperation
to protect the environment by using sustainable basis. With a range of research
from 2007 which is the time of the signing until 2010. Once the existence of the
agreement, the number of cases of illegal logging has decreased compared to
what happened before the HoB. This is due to the cooperation of the three
countries, especially Indonesia and Malaysia are increasingly tightened vigil
in the border region of East Kalimantan of Indonesia itself and also in
Malaysia, as well as other cooperation projects that support the development
of forest on the island of Borneo.

Keywords: Heart of Borneo, illegal logging, cooperation, Indonesia, Malaysia,
East Kalimantan.

I. Heart of Borneo
Pulau Borneo merupakan salah satu kawasan hutan tropis terluas di dunia, yang juga
merupakan penyumbang cadangan oksigen yang cukup besar bagi dunia. Dengan luas kurang
lebih 740.000 km?, di kawasan ini selain hutan yang kaya dengan manfaat dan bahan yang

dapat diolah, juga terdapat banyak keanekaragaman hayati yang juga sama melimpahnya. Hal



yang sama juga ada di wilayah Kalimantan yang merupakan bagian dari pulau Borneo,
dengan luas wilayah sekitar 539.460 km? atau 73% dari keseluruhan wilayah pulau Borneo
(www.dephut.go.id, diakses pada 01 Mei 2012).

Di Kalimantan juga terdapat hutan yang cukup luas. Namun kawasan ini tidak bisa
lepas dari masalah yang sering dialami oleh hampir setiap hutan di dunia. Masalah tersebut
seperti pengrusakan kawasan hutan, pembukaan lahan, kebakaran hutan, dan illegal logging.
Bahkan di daerah perbatasan antara Indonesia dan Malaysia, tepatnya di hutan kawasan
Kalimantan Timur, illegal logging menjadi satu kasus yang sering sekali terjadi. Karena
Kalimantan Timur memiliki kawasan hutan yang merupakan garis batas dua negara, sehingga
pengawasan terhadap hutan tersebut oleh pemerintah menjadi sangat lemah. Dengan
kurangnya sarana dan prasarana yang menghubungkan para petugas penjaga hutan dengan
hutan yang jauh di dalam pelosok, menjadi sasaran empuk bagi para penebang liar yang ingin
mendapatkan kayu bagus secara ilegal dan menjualnya. Selain itu, belum maksimalnya
koordinasi antara pusat dengan daerah, juga menjadi sandungan bagi penegak hukum untuk
memaksimalkan perannya. Dari sisi sumber daya manusianya juga kurang memadai baik dari
sisi kualitas maupun kuantitas. Terlebih lagi dengan luasnya wilayah perbatasan antara
Kalimantan Timur dengan Malaysia yang panjangnya 800 km, tentu menyulitkan
pengamanan wilayah tersebut karena hanya ada empat pos terpadu yang satu sama lain tidak
bisa saling berhubungan terkendala sulitnya komunikasi.

Untuk mengatasi masalah tersebut, negara-negara yang memiliki kawasan di pulau ini
membuat kerjasama antara tiga negara yaitu Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam
yang bertujuan untuk melindungi kelangsungan hutan di Borneo. Kerjasama trilateral tersebut
lebih dikenal dengan sebutan Heart of Borneo (HoB). Pada tanggal 12 Februari 2007 tiga
negara yakni Indonesia, Brunei Darussalam, dan Malaysia resmi menandatangani Deklarasi
Heart of Borneo (HoB). Indonesia diwakili oleh Menteri Kehutanan RI dalam
penandatanganan tersebut, Brunei Darussalam oleh Menteri Perindustrian dan Sumberdaya
Utamanya, dan Malaysia oleh Menteri Sumberdaya Alam dan Lingkungan. Deklarasi tersebut
dimaksudkan sebagai suatu sinyal yang menjanjikan untuk melindungi hutan dan sumber
daya alam serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Naskah Deklarasi Heart of Borneo secara garis besar terdiri atas tiga butir
kesepakatan; pertama adalah kerjasama manajemen sumber daya hutan yang efektif dan
konservasi terhadap area yang dilindungi, hutan produktif, dan penggunaan lahan lainnya

yang berkelanjutan; kedua, inisiatif Heart of Borneo merupakan kerjasama lintas batas yang



sukarela dari tiga negara; dan yang ketiga, kesepakatan untuk bekerjasama berdasarkan
prinsip pembangunan berkelanjutan.

Ketiga negara tersebut bekerjasama dalam upayanya melindungi sekitar 220.000 km?
hutan di wilayah ekuator. Mengacu pada deklarasi tersebut, ketiga negara memiliki
kepentingan yang sama dalam usahanya mempromosikan pembangunan berkelanjutan, serta
melindungi sumber daya alam dan keanekaragaman hayati dunia. Selain itu, pengurangan
angka kemiskinan warga masyarakat setempat pun tak luput dari sasaran Deklarasi Heart of
Borneo.

Inisiatif dari program ini adalah untuk memberikan masukan kebijakan dalam
merumuskan pengelolaan perbatasan dengan mempertimbangkan tipologi sumber daya alam,
pengembangan wilayah dan masyarakat, serta lingkungan hidupnya. Kerjasama lintas batas
menjadi sangat dibutuhkan dalam menyelesaikan berbagai masalah lintas batas di Borneo,
seperti illegal logging, perdagangan ilegal satwa liar, dan kebakaran hutan. Untuk itu,
diharapkan dengan adanya program Heart of Borneo tersebut, permasalahan-permasalahan
yang menyangkut mengenai lingkungan hidup perlahan dapat diatasi bersama
(www.dephut.go.id, diakses pada 10 Mei 2012).

Inisiatif Heart of Borneo dikembangkan tidak hanya untuk tujuan-tujuan konservasi
semata, namun lebih penting lagi bertujuan untuk pembangunan berkelanjutan di kawasan
Heart of Borneo. Lingkungan dan keanekaragaman hayati merupakan pilar-pilar program
Heart of Borneo selain sosial ekonomi dan pengembangan institusi. Peran kawasan lindung
sangat penting dalam upaya mempertahankan fungsi dan potensinya, sehingga pengelolaan
secara efektif menjadi penting melalui konservasi kekayaan keanekaragaman hayati. Tujuan
program pengelolaan kawasan lindung adalah untuk meningkatkan dan mempromosikan
pengelolaan yang efektif kawasan lindung di kawasan Heart of Borneo, dengan penekanan
pada perbatasan, dalam upaya untuk melestarikan dan memelihara keanekaragaman hayati
hutan serta keterkaitan ekologisnya.

Dan setelah adanya Heart of Borneo ini, terjadi penurunan angka kasus illegal
logging khususnya di wilayah Kalimantan Timur. Lalu yang terjadi di hutan perbatasan
Kalimantan Timur dengan Malaysia memiliki jumlah kasus tebang liar (illegal logging) yang
ditangani Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Timur selama tahun 2006 tercatat sebanyak
499 kasus, atau naik lebih 50 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terjadi
peningkatan yang cukup dramatis dari tahun 2005, terjadi sebanyak 208 kasus. Pada 2007,
terdapat 348 kasus illegal logging dengan 348 kasus dengan 432 orang tersangka. Lalu pada
tahun 2009 ada 343 kasus dengan 389 tersangka. Kepolisian Daerah (Polda) Kaltim,



mengatakan tahun 2010, pthaknya menangani 219 kasus illegal logging. Dengan begitu dapat
dikatakan bahwa terjadi penurunan yang cukup besar terhadap praktek illegal logging.

Karena wilayahnya sangat luas, tidak heran apabila Kalimantan Timur juga memiliki
jumlah kasus illegal logging yang cukup tinggi dibandingkan dengan kawasan lainnya di
antara tiga negara yang menandatangani deklarasi Heart of Borneo ini. Walaupun Indonesia
memiliki peraturan-peraturan yang berhubungan dengan penanggulangan masalah illegal
logging, namun belum mampu mengurangi jumlah kasus illegal logging. Dan setelah adanya
Heart of Borneo terjadi penurunan terhadap kasus illegal logging yang terjadi di kawasan
perbatasan Kalimantan Timur dengan Malaysia.

Dengan latar belakang tersebut di atas, muncul pertanyaan tindakan apa sajakah yang
dilakukan Indonesia dan Malaysia dalam mengimplementasikan Heart of Borneo untuk
mengurangi jumlah kasus illegal logging di Kalimantan Timur.

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, permasalahan yang ada dapat dianalisis dengan
beberapa teori dan konsep, antara lain adalah teori kerjasama internasional, konsep keamanan
lingkungan dan konsep pembangunan berkelanjutan.

Menurut Pamudji (1985, hal.12-13) dalam bukunya yang berjudul “Kerjasama Antar
Daerah,” kerjasama pada hakekatnya mengindikasikan adanya dua pihak atau lebih yang
berinteraksi secara dinamis untuk mencapai suatu tujuan bersama. Dalam pengertian itu
terkandung tiga unsur pokok yang melekat pada suatu kerangka kerjasama, yaitu unsur dua
pihak atau lebih, unsur interaksi dan unsur tujuan bersama. Jika satu unsur tersebut tidak
termuat dalam satu obyek yang dikaji, dapat dianggap bahwa pada obyek itu tidak terdapat
kerjasama. Unsur dua pihak, selalu menggambarkan suatu himpunan yang satu sama lain
saling mempengaruhi sehingga interaksi untuk mewujudkan tujuan bersama penting
dilakukan.

Teori kerjasama internasional berasumsi bahwa untuk dapat mengembangkan diri,
setiap negara perlu melakukan kerjasama dengan negara lain yang berlaku secara
internasional. Kerjasama bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Karena
hubungan kerjasama antar negara dapat mempercepat proses peningkatan kesejahteraan dan
penyelesaian masalah diantara dua atau lebih negara. Menurut K.J. Holsti, proses kerjasama
terbentuk dari perpaduan keanekaragaman masalah nasional, regional, atau global yang
muncul dan memerlukan perhatian lebih dari hanya satu negara. Masing-masing pemerintah
saling melakukan pendekatan yang membawa usul penanggulangan masalah, mengumpulkan
bukti-bukti tertulis untuk membenarkan suatu usul atau yang lainnya dan mengakhiri

perundingan dengan suatu perjanjian yang memuaskan semua pihak.



Dalam kasus illegal logging di Kalimantan Timur ini, Indonesia sendiri belum mampu
mengatasi masalah tersebut. Padahal kasus illegal logging bukan kasus yang baru bagi
Indonesia. Tapi dengan berbagai peraturan yang ada ternyata masih banyak praktik illegal
yang terjadi. Oleh karena Indonesia belum mampu mengatasinya sendiri, maka dibentuklah
kerjasama antar negara-negara yang memiliki masalah yang sama di wilayah yang berdekatan
untuk saling membantu, secara material atau juga informasi yang dapat digunakan untuk
mengatasi masalah tersebut. Sehingga harapannya adalah dengan adanya kerjasama ini,
tujuan mereka yaitu melindungi hutan di pulau Borneo tersebut tercapai.

Selanjutnya adalah konsep keamanan lingkungan (environmental security). Kata
“security” berasal dari bahasa Latin dari kata “se-curus”. “se” mempunyai arti “without”
(tanpa/tidak ada) dan “curus” memiliki arti “uneasiness” (kegelisahan/kondisi tidak tenang).
Maka, “security” pada dasarnya memiliki arti terbebas dari rasa tidak tenang, atau sebuah
situasi yang damai tanpa berbagai resiko atau ancaman. Kata “security” dalam bahasa Inggris
memiliki pengertian yang luas termasuk “fo feel safe” (merasa aman) dan “to be protected”
(terlindungi) dan digunakan untuk menggambarkan sebuah situasi di mana tanpa resiko dan
kekhawatiran. Konsep keamanan telah berubah dari yang memiliki penekanan eksklusif pada
keamanan nasional menuju penekanan yang jauh lebih luas kepada kemanan manusia, dari
keamanan melalui alat-alat perang sampai keamanan melalui pengembangan manusia, dari
keamanan teritori sampai kemanan makanan, pekerjaan dan keamanan lingkungan.

Heart of Borneo ini adalah salah satu bentuk kerjasama untuk menjaga keamanan
lingkungan. Heart of Borneo bertujuan untuk mengatasi semua masalah yang ada di hutan di
pulau Borneo. Mulai dari kerusakan hutan, pembukaan lahan, kebakaran hutan, illegal
logginng, dan perlidungan hutan dengan menjadikan hutan lindung di beberapa wilayah
hingga pemanfaatan hutan sebagai hutan produksi dan pariwisata.

Edith Brown Weiss (1991, hal 201-210), menyatakan bahwa secara garis besar ada
tiga tindakan generasi sebelumnya dan generasi sekarang yang dapat merugikan generasi
yang akan datang di bidang lingungan. Pertama adalah konsumsi yang berlebihan terhadap
sumber daya berkualitas, yang membuat generasi mendatang harus membayar lebih mahal
untuk mendapatkan sumber daya alam yang sama. Kedua adalah pemakaian sumber daya
alam secara berlebihan yang saat ini belum diketahui manfaat terbaiknya dapat merugikan
generasi yang akan datang karena mereka harus membayar inefisiensi dalam penggunaan
sumber daya tersebut oleh generasi sebelumnya. Dan ketiga adalah pemakaian sumber daya
alam secara berlebihan oleh generasi sebelumnya dan sekarang dapat menyebabkan generasi

yang akan datang akan mengalami kekurangan dalam keanekaragaman hayati.



Untuk menjamin ketersediaan sumber daya alam inilah World Commission on
Environment and Development (WCED) pada April 1987 merumuskan konsep pembangunan
berkelanjutan atau sustainable development. WCED mendefinisikan pembangunan
berkelanjutan sebagai pembangunan yang berusaha memenuhi kebutuhan hari ini, tanpa
mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya.

Melalui konsep ini dapat ditarik kesimpulan bahwa pentingnya melestarikan
lingkungan dalam hal ini hutan sebagai salah satu komponennya telah menjadi kesadaran
global. Sehubungan dengan peran hutan yang signifikan secara ekologis yaitu sebagai
penyedia sumber daya alam dan bahan baku industri sehingga harus diolah secara
berkelanjutan.

I1. Illegal logging di Kalimantan Timur

Indonesia tengah berada dalam krisis penebangan liar, dimana lebih dari 80% kayu
yang ditebang adalah ilegal. Indonesia menempatkan ramin dalam appendix III CITES
(Convention on International Trade in Endangered Species) pada tahun 2001 dalam
usahanya menghentikan masuknya mafia penebangan liar di hutan rawa lindung, seperti
Taman Nasional Tanjung Puting di Kalimantan.

Kalimantan Timur merupakan salah satu provinsi yang terkenal dengan berancka
ragam sumber daya alam dan potensi yang dapat dimanfaatkan. Sumber daya alam yang ada
di Kalimantan Timur yang dapat dimanfaatkan antara lain adalah dari sektor pertambangan
yaitu batu bara, minyak bumi, gas alam, dan bahan mineral serta sektor kehutanan. Namun
yang disayangkan adalah hasil hutan ini banyak didapatkan dengan cara ilegal.

lllegal logging menjadi isu utama dalam pembahasan mengenai kawasan hutan
terutama dengan banyaknya permintaan kayu yang semakin tinggi baik dari dalam maupun
luar negeri. Dan dengan adanya sistem pembatasan penebangan oleh pemerintah, maka
industri perkayuan akan mengalami kesulitan dalam pemenuhan permintaan kayu, dan
akhirnya melakukan tindakan ilegal demi kelancaran industri tersebut. lllegal logging
menjadi sesuatu yang merugikan yang terjadi di masyarakat Kalimantan Timur pada
khususnya, dan daerah-daerah lainnya dengan potensi hutan yang sangat besar pada
umumnya.

Luas hutan Kalimantan Timur yang mencapai 14.805.582 hektar terdiri dari kawasan
hutan lindung 2,9 juta hektar, hutan produksi seluas 9,6 juta hektar dan hutan konservasi
seluas 2,1 hektar. Kecenderungan kerusakan hutan semakin mengkhawatirkan. Terkait
dengan pembalakan liar (illegal logging), berdasarkan data dari Departemen Kehutanan tahun

2003 disebutkan bahwa luas hutan Indonesia yang rusak mencapai 43 juta hektar dari total



120,35 hektar dengan laju degradasi dalam tiga tahun terakhir mencapai 2,1 hektar per tahun.
Sejumlah laporan bahkan menyebutkan antara 1,6 sampai 2,4 juta hektar hutan Indonesia
hilang setiap tahunnya atau sama dengan luas enam kali lapangan sepak bola setiap menitnya.
Pada tahun 2004 Departemen Kehutanan menyatakan bahwa kerusakan hutan di Indonesia
telah mencapai 3,8 juta hektar .

Karakteristik topografi dari Kalimantan Timur yang terdiri dari pegunungan dan
perbukitan terutama di wilayah Kaltim bagian utara yang medannya lebih berat, sehingga
membuat proses illegal logging di wilayah ini berbeda dengan proses di daerah lain.
Berdasarkan karakteristik tersebut, konteks pewilayahan Kaltim dibagi menjadi tiga kawasan,
yaitu pantai, pedalaman dan perbatasan.

Untuk perbatasan sebelah utara, Kaltim berbatasan langsung dengan Malaysia bagian
timur yaitu Negeri Sabah. Kawasan perbatasan ini membentang antara timur ke barat
sepanjang 1.038 km. Letak geografisnya yang terpencil dan relatif tersolir membuat daerah
perbatasan ini sulit untuk dijangkau. Untuk menghubungkan antar wilayah, peran transportasi
sungai sangat besar, mengingat sebagian besar wilayah dilalui oleh sungai besar. Sarana
transportasi darat, baik jalan, maupun kendaraan, relatif sedikit. Kondisi jalan pada umumnya
juga sulit dilalui, terutama pada musim penghujan. Selain itu banyak ditemui riam yang
berbahaya, mulai dari Kecamatan Long Bangun, Long Pahangai sampai ke Kecamatan Long
Apari. Bandara ada di Long Pahangai (Datah Dawi) dapat didarati pesawat BN,
berkapasitas delapan orang penumpang, yang terbang melalui Tarakan. Sarana jalan raya
yang ada di wilayah perbatasan Kalimantan Timur adalah sepanjang +60 Km yang
menghubungkan Malinau dengan Simenggaris. Kondisinya sebagian masih jalan perkerasan,
sedangkan dari Simengagris menuju desa-desa di wilayah perbatasan masih berupa jalan
tembus dengan kondisi jalan tanah.

Banyaknya perdagangan kayu ilegal lintas batas tidak lepas dari rantai supply and
demand. Faktor tersebut sangat menentukan keberadaan perdagangan kayu ilegal lintas
negara. Permintaan impor kayu dari Sabah cukup tinggi, terutama dari negara-negara seperti
China, Jepang, Korea Selatan dan Hongkong. Illegal logging di Indonesia merupakan
masalah yang sangat kompleks, karena melibatkan banyak aktor dengan berbagai
kepentingan dan jaringan, baik dari Departemen Kehutanan, maupun instansi lainnya serta
jaringan pasar di dalam dan di luar negeri. Penyelundupan kayu ilegal ke luar negeri melalui
daerah perbatasan seperti Malaysia, kemudian diekspor ke negara lain seperti China,
Malaysia, Singapura, Jepang bahkan sampai Eropa. Yang selanjutnya kayu-kayu tersebut di

jual lagi ke Indonesia dalam bentuk bahan olahan atau barang jadi.



Kayu-kayu ilegal dari Kaltim bagian utara (Kabupaten Nunukan) dialirkan melalui
sungai-sungai, seperti sungai Sebakis, sungai Sebuku dan berakhir di Teluk Sebuku. Dari
teluk tersebut lalu masuk ke lautan lepas, dan selanjutnya adalah kayu-kayu tersebut ditarik
ke perairan internasional hingga akhirnya masuk ke perairan Malaysia. Oleh karena itu, pihak
Indonesia kesulitan ketika harus menangkap pelaku yang bergerak cepat ke arah perairan
internasional yang selanjutnya memasuki wilayah perairan Malaysia. Kemudahan bergerak di
wilayah perairan ini ditunjang oleh komunikasi dan transportasi yang modern, yang
menjadikannya keuntungan tersendiri untuk menghindar dari penangkapan. Karena itu,
penyelundupan kayu ilegal Kalimantan Timur ke Sabah lebih banyak menggunakan akses
perairan dibandingkan dengan akses daratan.

Selain karena topografi daratan Kaltim menuju perbatasan yang lebih berat dan sulit
dijangkau, provinsi ini juga memiliki wilayah perairan yang cukup terbuka menuju daerah
perbatasan. Kayu-kayu diambil di antaranya dari hutan-hutan di Semanggaris, Sebakis dan
hutan lindung pulau Nunukan. Dan penyelundupan mulai bergerak sejak pukul 18.00 WITA
dan sampai di wilayah perbatasan Indonesia dengan Malaysia sekitar pukul 24.00 WIB atau
01.00 WITA.

Proses illegal logging tersebut tidak terlepas dari keterlibatan berbagai pihak, salah
satunya adalah masyarakat lokal. Dengan tekanan ekonomi yang semakin memberatkan, tak
jarang masyarakat tersebut akhirnya menerima tawaran menjadi penebang liar dengan
bayaran sejumlah uang. Yang akhirnya menjadikan mereka terjerat dalam ketergantungan
secara ekonomi pada para mafia illegal logging. Karena yang ditawarkan oleh para mafia
tersebut bukan hanya sejumlah uang, tapi juga kecukupan dalam kebutuhan dasar sehari-hari.
Dan untuk mengganti semua bayaran tersebut adalah dengan menuruti perintah atau
permintaan dari para mafia kayu tersebut. Bentuk balas budi yang dilakukan masyarakat
tersebut juga bermacam-macam, ada yang menjual lahannya dan ada yang masuk hutan dan
menebang kayu. Ketergantungan masyarakat lokal tersebut menjadi semakin tinggi terhadap
para mafia tersebut. Karena tidak jarang para mafia tersebut membangun sarana dan
prasarana seperti jalan raya yang menghubungkan daerah perbatasan. Sehingga masyarakat
seperti dikondisikan semakin terjepit lemah.

lllegal logging sangat sulit diberantas karena memang menguntungkan bagi beberapa
pihak. Contohnya adalah penebang-penebang di Kalimantan bisa menjual kayu jenis
bangkirai seharga 50 ribu per meter kubik. Oleh cukong pengepul, kayu tersebut dijual 400-
500 ribu ke sawmill (penggergajian kayu). Lalu kayu balok itu dibeli eksportir seharga 1-1,3
juta. Setelah dilengkapi dokumen dan membayar pajak, harga jual kayu balok tersebut di



Malaysia mencapai US$ 350-360 per meter kubik. Untuk menjaga kelancaran bisnis ini,
mereka melibatkan aparat. Agar bisa lolos ke laut lepas, ada pungutan 1000-1500 per meter
kubik, tergantung jenis kayunya. Selain itu, harus disediakan pula uang tunai 500 ribu
disetiap pos pemeriksaan.

Di samping itu, ditemukan fakta bahwa kegiatan illegal logging secara terpusat yang
dibiayai oleh para cukong kayu hasilnya disalurkan kepada para pelaku lainnya yang
biasanya berupa PT maupun koperasi yang selanjutnya hasil tersebut kembali didistribusikan
ke oknum-oknum yang berada di berbagai instansi seperti TNI dan Departemen Kehutanan
melalui Dinas Kehutanan. Peran oknum TNI selain sebagai penerima upeti juga bertugas
mengamankan dan membiarkan kegiatan illegal logging berlangsung di daerah perbatasan
sebelum nantinya diterima oleh mafia kayu lainnya di Malaysia (www.radarlampung.co.id,
diakses pada 30 September 2012).

Ada empat alur kerjasama dalam illegal logging. Pertama adalah kerjasama yang
terjadi antara para pemodal besar asal Malaysia maupun Indonesia dengan pejabat atau
mantan pejabat yang berfungsi sebagai pelindung kegiatan ilegal tersebut. Pola kedua adalah
yayasan atau koperasi yang bekerjasama dengan para cukong pengumpul kayu dalam
mendapatkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk melegalkan kayu ilegal tersebut.
Pola ketiga adalah cukong pengumpul kayu dengan izin yang didapatkan dari Departemen
Kehutanan atau Dinas Kehutanan atas pengaruh yayasan atau koperasi kemudian
berhubungan dengan masyarakat sebagai penebang atau pengumpul kayu. Pola terakhir
adalah cukong kayu berhubungan dengan pemodal besar untuk mendapatkan modal yang
selanjutnya diberikan kepada masyarakat pekerja untuk modal dan alat kerja untuk menebang
hutan.

Ada kendala-kendala yang dihadapi dalam pemberantasan illegal logging. Kendala
pertama adalah ada instansi-instansi yang berada dalam satu mata rantai pemberantasan
illegal logging yang sangat menentukan dalam penegakan hukum kejahatan bidang
kehutanan yaitu Menko Polkam, TNI AD, TNI AL, Polri, Dephut, Bea Cukai, kejaksaan,
pengadilan dan Pemda Provinsi/Kabupaten. Namun belum adanya koordinasi yang baik antar
instansi tersebut, sehingga penegakan hukum masih lemah dan mafia kayu dapat bertindak
dengan bebas. Selain itu juga penanganan yang belum mencapai hasil yang maksimal karena
dilaksanakan secara tidak berkesinambungan akibat biaya yang cukup besar. Kedua adalah
kondisi moral, sosial dan budaya masyarakat serta aparat cenderung tidak lagi peduli
terhadap kelestarian lingkungan hutan dan penegakan hukum. Kemandirian masyarakat yang

masih rendah sehingga dapat diperdaya oleh para mafia kayu dengan dalih pemberdayaan



masyarakat. Dan masih ada industri pengolahan kayu yang menerima dan mengolah kayu
ilegal.

Permasalahan illegal logging di Kalimantan Timur sendiri telah menjadi semakin
membingungkan. Bahkan Bupati Kutai Barat beserta Kepala Dinas Kehutanannya pun telah
pula mulai kehabisan cara untuk menuntaskan permasalahan illegal logging. lllegal logging
telah dipandang sebagai sebuah aktivitas mafia yang seolah tak pernah tersentuh hukum.
Walaupun tidak menutup mata bahwa telah berkali-kali dilakukan operasi pemberantasan
illegal logging, termasuk operasi wanalaga dan wanabahari. Di tahun 2003, Departemen
Kehutanan mengalokasikan dana Rp 25,5 miliar untuk memberantas illegal logging dan
mencegah kebakaran hutan di 30 propinsi. Selama lima bulan pertama di tahun 2004, Polda
Kaltim telah menyita 56,4 ribu meter kubik kayu illegal, sementara di tahun 2003 Polda
Kaltim telah menyita sebanyak 87 ribu meter kubik kayu illegal.

Sisi lain yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan melakukan soft landing atau
penurunan jatah tebang tahunan bagi pengusaha hutan produksi. Hal ini ternyata bukan
menyelesaikan permasalahan, namun semakin meningkatkan intensitas penebangan liar.
Dengan semakin menurunnya jatah tebang tahunan menjadikan pengusaha berupaya
melakukan berbagai cara untuk menutup kerugian berusaha. Industri berbahan kayu berupaya
mencari bahan baku tambahan untuk menutupi kekurangan bahan baku. Hal yang juga
penting dilihat adalah ketika diberlakukan soft landing, ternyata berpotensi menjadikan
banyak sekali terjadinya kolusi dan korupsi di kalangan pemerintah, terutama berkaitan
dengan penerbitan dokumen kayu. Harusnya pemerintah memberikan kesempatan hutan
untuk beristirahat sejenak dengan tidak memberikan jatah tebang kepada pengusaha hutan
produksi, sehingga akan menjadi lebih mudah dalam melakukan penegakan hukum.

Industri perkayuan di Kalimantan Timur memiliki kapasitas produksi sebesar 9,1 juta
meter kubik kayu setiap tahunnya, sementara saat ini Departemen Kehutanan hanya
mengeluarkan ijin resmi sebesar 1,5 juta meter kubik kayu setiap tahunnya. Hal ini memicu
pemenuhan kebutuhan industri perkayuan dari kayu yang tidak legal.

Kondisi kesenjangan ketersediaan kayu juga diperparah dengan tingginya permintaan
kayu tropis dari negara-negara utara yang telah memicu semakin lancarnya perdagangan kayu
ilegal serta illegal logging di Indonesia. Pemerintah Indonesia sejak tahun 2001 melalui
keputusan bersama Departemen Kehutanan dan Departemen Perindustrian dan Perdagangan
sejak tahun 2001 telah mengeluarkan larangan ekspor kayu bulat (log) dan bahan baku serpih,
melalui Keputusan Bersama Menteri Kehutanan Nomor 1132/Kpts-1I/2001 dan Menteri
Perdagangan dan Perindustrian Nomor 292/MPP/Kep/10/2001, namun di tahun 2002 terdapat



realisasi ekspor kayu bulat sebanyak 55.109 ton dengan nilai US$ 11,20 juta dan sampai
dengan April 2003 terdapat ekspor sebanyak 2.767 ton dengan nilai US$ 881.000. Selain itu,
terdapat kehilangan negara akibat penyimpangan yang dilakukan eksportir nakal dengan
mengakali produk dengan hanya diampelas untuk menghindari pajak ekspor 15% yang
diperkirakan mencapai US$ 270 juta/tahun.
II1.Upaya Indonesia dalam Memberantas Illegal Logging

Dalam usahanya memberantas illegal logging di perbatasan, Indonesia juga
melakukan banyak hal. Salah satunya adalah Polri membuat pos polisi terapung di perbatasan
Kalimantan dengan Malaysia untuk mencegah terjadinya pembalakan liar yang marak
melalui wilayah tersebut. Pos terapung itu berada di Pulau Nyamuk, Tanjung Datuk, Teluk
Malinau, Sungai Nyamuk dan Nunukan. Pos terapung itu diawaki oleh anggota Polri. Selain
itu, Polri juga menempatkan polisi perairan di Kalimantan Barat, Kalimantan Timur dan Riau
untuk mencegah pembalakan liar. Dalam memberantas pembalakan liar, Polri tidak hanya
membidik tersangka yang tidak memiliki izin usaha kehutanan tapi juga yang memiliki ijin
tapi melanggar aturan. Pelanggaran yang dilakukan perusahaan yang memiliki izin, antara
lain menampung kayu ilegal masyarakat, menebang kayu di luar kawasan yang menjadi hak
konsesi dan penyalahgunaan surat lelang kayu. Selain menjerat dengan UU Kehutanan, Polri
juga menjerat tersangka pembalakan liar dengan UU korupsi, pencucian uang, lingkungan
hidup dan konservasi sumber daya alam. Polri kini bertekad untuk menekan pembalakan liar
hingga nol bahkan Kapolda dan Kapolres akan dicopot jika membiarkan terjadinya
pembalakan liar (www.museum.polri.go.id, diakses pada 02 Oktober 2012).

IV.Upaya Malaysia dalam Memberantas Illegal logging.

lllegal logging dibagi menjadi dua. Pertama adalah kegiatan ilegal yang dilakukan
oleh pihak yang memiliki izin legal. Kedua adalah tindakan ilegal yang memang dilakukan
oleh pihak yang tidak memiliki izin. Malaysia memiliki mekanisme untuk mencegah illegal
logging dari dua pihak yang berbeda tersebut. Mekanisme yang efektif untuk mencegah
tindakan tersebut dari pihak yang tidak memiliki izin antara lain adalah pertama menyiapkan
“Enforcement Team” dalam State Forestry Departments untuk berpatroli di daerah yang
berpotensi besar terjadi illegal logging. Kedua adalah mendorong partisipasi masyarakat
untuk melaporkan kegiatan ilegal kepada Departemen Kehutanan yang relevan dengan
memasang poster dan memberikan penghargaan serta keluhan akan ditindaklanjuti dalam
waktu secepat mungkin. Ketiga adalah memeriksa Station System dimana setiap truk yang

membawa hasil hutan harus membawa ‘(log) removal passes’, yang diharuskan oleh setiap



stasiun pemeriksaan. Dan terakhir adalah revisi terhadap the National Forestry Act yang
semakin memberatkan sanksi denda dan termasuk hukuman penjara bagi pelanggar. Selain
itu, dengan revisi undang-undang tersebut memungkinkan Departemen Kehutanan, jika
diperlukan, dapat meminta bantuan polisi dan angkatan bersenjata dalam melawan masalah
illegal logging.

Selanjutnya adalah mekanisme yang dilakukan Malaysia untuk menindak pihak yang
memiliki izin tapi melakukan tindakan ilegal diluar daerah yang diizinkan atau menebang
pohon yang dilarang. Pertama adalah memperjelas garis batas dari daerah yang diizinkan
dengan begitu akan lebih mudah memeriksa dan mencegah terjadinya perubahan batas.
Petugas lapangan yang bertugas mengukur dan menandai batas-batas dibekali “palu penanda
pribadi” untuk menandai pohon-pohon yang digunakan untuk menggambar batas. Kedua
adalah pohon yang akan ditebang di atas diameter minimum harus menggunakan pre-felling
inventory yang merupakan prosedur standar dalam Sistem Tebang Pilih. Pengawasan lebih
ditingkatkkan melalui penggunaan sistem penandaan dan pelabelan. Kayu yang akan
melewati stasiun pemeriksaan harus membawa label aslinya.

V. Kerjasama antara Indonesia dan Malaysia dalam Memberantas lllegal logging
di Kawasan Perbatasan

Indonesia dan Malaysia berkomitmen untuk bekerjasama dalam pengelolaan kawasan
lindung di area lintas batas negara. Tujuan dari kerjasama ini adalah untuk meletakkan dasar
bagi pembangunan masyarakat yang berbasiskan konservasi dan untuk mengembangkan
model yang efektif dalam mengelola Taman Nasional lintas batas oleh kedua negara.

Pengelolaan kawasan lindung di area lintas batas antara Indonesia dan Malaysia telah
dirintis sejak 1995 dengan dukungan pendanaan ITTO dalam proyek TBCA (Transboundary
Conservation Areas). Selain itu, kerjasama ini juga merupakan penerapan program-program
utama yang telah disepakati dalam Rencana Aksi Strategis (Strategic Action Plans) 3 negara
Heart of Borneo diantaranya; pengelolaan kawasan lintas batas negara, pengelolaan kawasan
lindung, serta pengembangan ekowisata.

Untuk pengamanan perbatasan darat RI-Malaysia, TNI telah memperbaiki sejumlah
pos pengamanan baik di perbatasan darat Kalimantan Timur-Sabah dan Kalimantan Barat-
Serawak pada tahun 2008.

Kekuatan pengamanan perbatasan langsung Indonesia-Malaysia di Pulau Kalimantan
mulai tahun 2012 ditambah satu batalyon lagi. Yaitu di Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan
Timur, yang berbatasan langsung dengan negara bagian Sabah dan Sarawak, Malaysia Timur.

TNI juga akan membangun 15 pos pengamanan baru di perbatasan sebagai fasilitas bagi



batalyon yang bertugas tersebut. Sedangkan saat ini baru 3 pos yang dimiliki di wilayah
Kutai Barat.

Tiga kabupaten Kalimantan Timur memiliki batas langsung dengan Malaysia, yaitu
Kutai Barat, Malinau, dan Nunukan. Panjang batas di wilayah Kaltim mencapai 1.038 km
dan di wilayah Kalimantan Barat 966 km. Dengan batalyon yang baru bertugas nanti, akan
ada 1.300 prajurit di sepanjang perbatasan di bagian Kaltim dengan 44 buah pos. Saat ini
masih 29 pos dengan 650 personel atau satu batalyon. Satu pos dihuni 16-48 tentara.

Dua pos diantaranya gabungan dengan Tentara Darat Malaysia (TDM), yakni Pos
Simenggaris, di Pulau Sebatik, Nunukan, dengan Seliku Malaysia. Di pos ini Batalyon
Kostrad ini akan bertugas selama enam bulan. Sebelum berangkat ke perbatasan, prajurit
mendapat pembekalan selama tiga bulan. Termasuk di dalamnya mengenai adat istiadat suku
Dayak. Agar para prajurit mengerti dan bisa maksimal melaksanakan tugasnya. Pada 2013
mendatang, penjagaan perbatasan akan lebih ketat lagi dimana TNI sudah akan mulai
mengaktifkan tank-tank Leopard dan heli tempur Super Cobra (lipsus.kompas.com, diakses
pada 02 Oktober 2012).

Kedua negara juga sepakat untuk menambah satu pos gabungan di perbatasan darat
RI-Malaysia di Kalimantan sepanjang 2.004 kilometer. Saat ini baru ada dua pos gabungan di
Indonesia dan tiga di Malaysia. Pos bersama itu akan didirikan di Aruk.

Selain itu juga pemerintah Indonesia menjalin kerjasama pembangunan jalan
perbatasan dengan dua negara di pulau Kalimantan. Yakni Malaysia dan Brunai Darusalam.
Proyek jalan ini dinamakan Pan Borneo Highway sepanjang 3.000 kilometer yang
menghubungkan empat provinsi di Kalimantan dengan Negara bagian Sabah-Serawak dan
kerajaan kecil Brunai Darusallam yang diapit Sabah dan Sarawak di pantai utara Kalimantan.
Masing masing negara, akan serius menangani perbaikan hingga pembuatan jalur baru yang
sudah disepakati untuk dihubungkan.

Sebagai bagian dari proyek ini adalah pembangunan jembatan di Tayan, Kalimantan
Barat melintang di atas Sungai Kapuas, pembangunan Jembatan Pulau Balang di Kalimantan
Timur, proyek tol Balikpapan, Samarinda, Bontang, hingga Sangatta. Pembangunan jalur ini
seiring dengan agenda pemerintah daerah yang berencana membangun jalan tol Balikpapan —
Samarinda dan jembatan Pulau Balang yang totalnya mencapai sekitar Rp 10 triliun. Karena
sangat membantu perekonomian masyarakat Kaltim.

Dengan perbaikan sarana dan prasarana transportasi di kawasan perbatasan akan
sangat membantu masyarakat setempat dalam meningkatkan taraf hidup mereka. Dan juga,

dengan campur tangan pemerintah dalam pembangunan akan semakin mengurangi



ketergantungan masyarakat lokal terhadap bantuan dari para mafia kayu yang selama ini telah
memanfaatkan ketidakmampuan masyarakat lokal.

Dan dalam bidang ekonomi diadakan kerjasama antara Tarakan-Tawau. Ironisnya,
kerjasama antara kedua negara di wilayah perbatasan Indonesia dan Malaysia ini, khususnya
Provinsi Kalimantan Timur dengan negara bagian Sabah pada sektor ekonomi belum
diimbangi dengan barang-barang ekspor asal Indonesia.

Untuk itu, melalui kerjasama yang akan dimulai awal Oktober 2012 antara Tarakan-
Tawau memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada pengusaha lokal khususnya para
distributor barang industri di Tarakan.

Dengan datangnya investor yang masuk ke Kalimantan Timur maka taraf hidup
masyarakat dalam bidang ekonomi juga akan ikut naik. Sehingga mereka tidak harus
menggantungkan diri pada bayaran yang diterima untuk menebang secara liar di hutan-hutan
perbatasan. Dengan pertumbuhan ekonomi yang terjadi, masyarakat mampu membuka
peluang usaha yang tidak menjadikan hutan sebagai lahan utama mereka. Dan masyarakat
lainnya dapat ditampung menjadi pekerja-pekerja di industri kecil atau menengah tanpa harus
merusak hutan.

KESIMPULAN

Dari yang telah disampaikan sebelumnya bahwa illegal logging merupakan tindakan
kriminal yang sulit sekali disentuh oleh hukum. Mulai dari pelaku hingga cara-cara illegal
logging dilakukan sebenarnya bukan hal yang sulit untuk ditemukan. Namun karena sindikat
yang ada merupakan kelompok yang sudah terjalin rapi dan juga melibatkan para anggota
penegak hukum sehingga praktik illegal logging semakin menjadi tindakan yang sangat sulit
diberantas. Padahal illegal logging merupakan praktik yang sangat merugikan, tidak hanya
bagi negara dimana praktik ini terjadi, namun juga berpengaruh pada tingkat dunia. Dengan
semakin menipisnya hutan tropis karena kerusakan hutan dan illegal logging, maka
keseimbangan iklim dunia juga akan terganggu.

Terbatasnya sarana dan prasarana transportasi, pengawasan hutan serta kondisi sosial
masyarakat perbatasan sangat mendorong terjadinya illegal logging yang menguras sumber
daya alam Kalimantan Timur. Penegakkan hukum yang lemah, korupsi yang tinggi serta
tidak jelasnya hak penguasaan lahan hutan telah mengakibatkan penebangan yang tidak
terkendali. Banyaknya garis perbatasan antara Indonesia dan Malaysia yang belum
mendapatkan penjagaan yang ketat akhirnya dimanfaatkan oleh para pelaku untuk dijadikan

jalur ilegal mereka.



Dengan pemikiran seperti itulah tiga negara yang memiliki kawasan di pulau Borneo
yaitu Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam memiliki inisiatif untuk membentuk
kerjasama dalam upaya mengurangi kerusakan hutan yang salah satunya disebabkan oleh
illegal logging.

Dalam usahanya memberantas tindak illegal logging, khususnya yang terjadi di hutan
perbatasan Kalimantan Timur, dua negara yang bersangkutan yaitu Indonesia dan Malaysia
melakukan kerjasama yang saling menguntungkan. Sehingga faktor-faktor yang menghambat
terjadinya penegakan hukum dapat dihilangkan.

Kerjasama yang dimaksud dapat ditemui dalam banyak bidang, antara lain adalah
dalam bidang keamanan dan militer yang menggabungkan tentara dari dua negara untuk
bersama-sama berjaga di pos perbatasan untuk membatasi ruang gerak para pelaku illegal
logging. Selanjutnya adalah dalam bidang sarana transportasi dengan membangun jalan lintas
batas negara yang dimaksudkan untuk menunjang kehidupan sosial dan ekonomi dari
masyarakat masing-masing negara sehingga masyarakat tidak harus selalu bergantung pada
cukong kayu demi mendapat hidup yang layak. Serta melakukan kerjasama dalam bidang
ekonomi, yang dimaksudkan untuk meningkatkan tingkat ekonomi dan kesejahteraan
masyarakat dan juga untuk mengundang para investor agar menginvestasikan modal mereka
di daerah perbatasan tersebut.

Maksud dari kerjasama tersebut adalah selain untuk melindungi fungsi hutan, juga
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Dengan meningkatkan
kesejahteraan masyarakat, maka masyarakat tersebut tidak perlu lagi tergantung pada hutan
dan hasilnya. Seperti yang diketahui bahwa para pelaku penebangan liar adalah warga lokal
yang kekurangan mata pencaharian. Dan demi mendapatkan penghasilan, mereka menerima
pekerjaan untuk menebang pohon.

Selain itu, penegakkan hukum yang lebih terorganisasi juga menjadi salah satu alasan
mengapa kasus illegal logging di Kalimantan Timur menjadi berkurang. Dengan
bertambahnya jumlah personil dan pos jaga di sepanjang kawasan perbatasan membuat ruang
gerak bagi para pelaku illegal logging menjadi semakin sempit.

Dan itu berarti bahwa setelah ditandatangani perjanjian tersebut, praktik illegal
logging di Indonesia khususnya di daerah perbatasan Kalimantan Timur milik Indonesia
dengan Sabah milik Malaysia mengalami penurunan. Karena setelah penandatanganan
tersebut, banyak kesepakatan dan kerjasama yang dilakukan oleh dua pemerintah negara
demi menjaga kawasan hutan Borneo khususnya yang berada di wilayah perbatasan

Kalimantan Timur.
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